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Pendahuluan

"Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam praktiknya, banyak
dokter menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini memberikan
manfaat karena memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, di sisi lain, padatnya
jadwal praktik dapat menyebabkan waktu konsultasi menjadi terbatas, komunikasi antara dokter dan pasien

kurang optimal, serta proses penyampaian informasi medis dan informed consent tidak terlaksana secara
maksimal.

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, terdapat potensi terjadinya kelalaian medis atau medical negligence
yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan pemenuhan hak pasien. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan hak pasien terhadap potensi kelalaian medis akibat
praktik dokter multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo."
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

* Rumusan Masalah : Potensi kelalaian medis (medical negligence) akibat praktik multi-
tempat dokter dalam perspektif pemenuhan hak pasien atas pelayanan kesehatan yang
bermutu di Kabupaten Sidoarjo

* Pertanyaan Penelitian : Bagaimana kepastian hukum perlindungan hak pasien terhadap
potensi penurunan kualitas pelayanan medis akibat praktik multi-tempat dokter di
Kabupaten Sidoarjo?




Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi
pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur hak
pasien dan kewajiban dokter, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan pendekatan
konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, kelalaian medis, tanggung
jawab dokter, standar profesi, serta hak pasien atas pelayanan kesehatan yang bermutu. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, khususnya terkait jadwal praktik dokter

dan standar operasional pelayanan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan

norma hukum yang berlaku, guna menilai potensi kelalaian medis, tingkat pemenuhan hak pasien atas
pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kepastian hukum dan bentuk pertanggungjawaban dokter apabila

terjadi pelanggaran.
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Hasil & Pembahasan

A. Kepastian Hukum Perlindungan Hak Pasien di Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien di Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 274 mengenai kewajiban tenaga medis, Pasal 276 mengenai hak pasien memperoleh
informasi, penjelasan, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta Pasal 293 mengenai informed consent. Meskipun demikian, implementasi
perlindungan hak pasien masih memerlukan peningkatan, terutama terkait kecukupan waktu konsultasi, komunikasi antara dokter dan pasien, serta
pengaturan jadwal praktik dokter agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan hak pasien dapat terpenuhi secara optimal.

Says mengelahul Batwa dokier yang menanguni says menjsunken prakiik peds leteh dan sstu

faziltas pelsyansn kezchalan

Diagram 1

Mayoritas responden mengetahui bahwa dokter
menjalankan praktik pada lebih dari satu fasilitas
pelayanan kesehatan. Sebanyak 69,70% responden
menjawab setuju dan 7,58% sangat setuju, sehingga
indikator ini berada pada kategori Baik. Hasil ini
menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah
memahami praktik dokter multi-tempat sebagai dasar
dalam menilai kualitas pelayanan dan pemenuhan
hak pasien.

Keteracann pcwel prakilk dokter & bebeesns ternpst membaniy ssys memperakeh skiey

pelayanan kesehatan

Waklu korsultasi yang diberikan dokler sudoh cukup untuk menjelaskan kondisi kesehalan sayz

Diagram 2

Sebanyak 45 responden (68,2%) menyatakan setuju
bahwa jadwal praktik dokter di beberapa fasilitas
pelayanan kesehatan mempermudah akses
memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga indikator
ini  berada pada kategori Baik. Temuan ini
menunjukkan bahwa praktik dokter multi-tempat dapat
meningkatkan akses pelayanan, namun tetap
memerlukan pengaturan jadwal yang baik agar
kualitas pelayanan dan hak pasien tetap terjamin.

Diagram 3

Sebanyak 44 responden (66,7%) menyatakan
bahwa waktu konsultasi yang diberikan dokter
belum mencukupi, sehingga indikator ini berada
pada kategori Kurang Baik. Temuan ini
menunjukkan bahwa kecukupan waktu konsultasi
masih perlu ditingkatkan agar hak pasien untuk
memperoleh informasi dan penjelasan medis dapat
terpenuhi secara optimal.
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Hasil & Pembahasan

Dokier memberdkan kesempatan kepsds suyn urauk menyampaikan keluban dan partanyaan

mengensi kondisi kesehatan yang dialami

Menung save pengstumnn @sdwal prakiik dokier pada beberaps tempat peru dikelols dengan balk

agar pelayanan kepads pasen tetap optimal
5 Jrntuny

Diagram 4

Sebanyak 44 responden (66,7%) memberikan
jawaban netral terkait kesempatan menyampaikan
keluhan dan pertanyaan kepada dokter, sehingga
indikator ini berada pada kategori Cukup Baik.
Temuan ini menunjukkan bahwa kesempatan
komunikasi antara dokter dan pasien telah
tersedia, namun masih perlu ditingkatkan melalui
pengelolaan waktu pelayanan dan jadwal praktik
yang lebih optimal.

Diagram 5

Sebanyak 38 responden (57,60%) menyatakan
setuju dan 23 responden (34,80%) menyatakan
sangat setuju bahwa pengelolaan jadwal praktik
dokter merupakan faktor penting, sehingga
indikator ini berada pada kategori Baik. Temuan
ini menunjukkan bahwa pengaturan jadwal praktik
yang optimal dapat menjaga mutu pelayanan,
memberikan kepastian waktu pelayanan, dan
mendukung pemenuhan hak pasien.
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Diagram 6

Sebanyak 41 responden (62,12%) menyatakan
setuju dan 4 responden (6,06%) menyatakan
sangat setuju bahwa mereka pernah mengalami
ketidaknyamanan selama memperoleh pelayanan,
sehingga indikator ini berada pada kategori
Kurang Baik. Temuan ini menunjukkan bahwa
pengelolaan jadwal praktik dan koordinasi
pelayanan masih perlu ditingkatkan agar
kenyamanan pasien serta hak pasien memperoleh
pelayanan kesehatan yang bermutu dapat
terpenuhi secara optimal.




Dasar Hukum & Pasal

Hasil & Pembahasan

Bentuk perlindungan hak pasien

Hasil kuesioner sebagai data
pendukung

Analisis

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1)

UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf a

UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf b

UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 293

UU No. 17 Tahun 2023 Pasal 276 huruf ¢

Hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan
kesehatan.

Hak pasien memperoleh informasi mengenai
kesehatan dirinya.

Hak memperoleh penjelasan yang memadai
mengenai pelayanan kesehatan.

Persetujuan tindakan pelayanan kesehatan
diberikan setelah pasien memperoleh penjelasan
yang memadai.

Hak pasien memperoleh pelayanan kesehatan
yang bermutu.
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Berdasarkan hasil kuesioner, pemenuhan hak memperoleh
pelayanan kesehatan berada pada kategori cukup baik.
Mayoritas responden telah memperoleh pelayanan sesuai
haknya, meskipun masih diperlukan peningkatan pada
beberapa aspek pelayanan.

Berdasarkan hasil kuesioner, kesempatan pasien
menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada dokter
berada pada kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan
bahwa komunikasi dokter dan pasien telah berjalan cukup
baik, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Mayoritas responden menyatakan bahwa penjelasan
dokter mudah dipahami, tetapi sebagian besar responden
juga menilai waktu konsultasi belum mencukupi. (Cukup
Baik)

Mayoritas responden menyatakan penjelasan dokter dapat
dipahami, namun waktu konsultasi masih dirasakan belum
mencukupi. (Kurang baik)

Mayoritas responden menyatakan pernah mengalami
ketidaknyamanan yang berkaitan dengan pengaturan
jadwal pelayanan dokter. (Kurang baik)

universitas
muhammadiyah
sidoarjo

Pelayanan kesehatan secara umum telah diperoleh
pasien, namun kualitas pelaksanaannya masih
memerlukan peningkatan pada beberapa aspek
pelayanan.

Pasien telah memperoleh kesempatan untuk
menyampaikan kondisi kesehatannya, namun
kesempatan tersebut belum dirasakan optimal oleh
seluruh responden.

Penjelasan dokter pada umumnya dapat dipahami,
namun keterbatasan waktu konsultasi berpotensi
mengurangi optimalnya pemenuhan hak pasien untuk
memperoleh informasi yang memadai.

Keterbatasan waktu konsultasi tidak secara langsung
menunjukkan tidak terpenuhinya informed consent,
tetapi dapat memengaruhi proses pemberian informasi
kepada pasien.

Pengalaman ketidaknyamanan menunjukkan bahwa
pengaturan jadwal praktik masih menjadi faktor yang
memengaruhi kenyamanan dan kualitas pelayanan
kesehatan.
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Hasil & Pembahasan

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pasien terhadap Praktik Multi-Tempat Dokter

Pemenuhan hak pasien tidak hanya bergantung pada ketersediaan tenaga medis, tetapi juga pada kualitas pelayanan
yang diberikan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 274 dan Pasal
276, mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi serta menjamin hak pasien
untuk memperoleh informasi, penjelasan yang memadai, dan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 66 pasien di Kabupaten Sidoarjo serta wawancara dengan dokter yang
berpraktik di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan, diperoleh beberapa faktor yang memengaruhi
pemenuhan hak pasien. Faktor tersebut meliputi faktor internal, seperti waktu konsultasi, komunikasi dokter-
pasien, dan pengelolaan jadwal praktik, serta faktor eksternal, seperti jumlah pasien, ketersediaan tenaga medis,
sistem penjadwalan, dan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Analisis dilakukan dengan menggabungkan hasil kuesioner dan wawancara dokter sehingga memberikan gambaran
yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pasien dalam praktik dokter
multi-tempat di Kabupaten Sidoarjo. Hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disajikan pada tabel berikut.
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Internal

Internal

Internal

internal

Faktor yang
Mempengaruhi

Pengaturan waktu dan jadwal
praktik dokter

Kecukupan waktu konsultasi

Komunikasi dokter dan pasien

Beban kerja dokter

Hasil & Pembahasan

Dasar Hukum dan
Pasal Terkait

Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023

Pasal 276 huruf a dan huruf b UU
No. 17 Tahun 2023

Pasal 276 huruf a dan hurufb jo.
Pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023

Pasal 274 UU No. 17 Tahun 2023

Hasil Kuesioner Pasien

Mayoritas responden menyatakan Setuju
bahwa pengaturan jadwal praktik dokter
merupakan hal yang penting dalam
pelayanan kesehatan. Indikator: Baik.

Mayoritas responden menyatakan Tidak
Setuju bahwa waktu konsultasi yang
diberikan dokter telah mencukupi.
Berdasarkan kecenderungan jawaban
tersebut, kecukupan waktu konsultasi
termasuk dalam indikator Kurang Baik.

Mayoritas responden memberikan jawaban
Netral terhadap kesempatan untuk
menyampaikan keluhan dan pertanyaan
kepada dokter sehingga termasuk dalam
indikator Cukup Baik. Sementara itu,
mayoritas responden menyatakan Setuju
bahwa penjelasan dokter mengenai penyakit,
pengobatan, dan tindakan medis mudah
dipahami sehingga termasuk dalam indikator
Baik.

Mayoritas responden menyatakan waktu
konsultasi dokter belum mencukupi dan
pernah mengalami ketidaknyamanan terkait
jadwal praktik dokter. Kedua indikator
tersebut termasuk dalam kategori kurang
baik, sehingga masih memerlukan perbaikan
dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan.

Hasil Wawancara Dokter

Dokter menjelaskan bahwa praktik di
beberapa fasilitas dapat dilakukan apabila
jadwal disusun secara proporsional dan
disesuaikan dengan kemampuan dokter

Jumlah pasien dan padatnya jadwal menjadi
tantangan dalam membagi waktu konsultasi
kepada setiap pasien

Dokter tetap berupaya memberikan
penjelasan sesuai kebutuhan pasien
meskipun menghadapi jadwal pelayanan
yang padat

Perpindahan tempat praktik, jumlah pasien
yang tinggi, dan jadwal yang berdekatan
dapat meningkatkan beban kerja

Analisis

Pengaturan jadwal mempengaruhi
kepastian dan kelancaran pelayanan.
Jadwal yang terlalu berdekatan dapat
menyebabkan keterlambatan pelayanan

Keterbatasan waktu konsultasi dapat
mengurangi kesempatan pasien
menyampaikan kondisi kesehatan dan
memperoleh penjelasan secara memadai

Komunikasi telah berjalan cukup baik,
tetapi efektivitasnya dapat dipengaruhi
oleh waktu konsultasi dan beban
pelayanan

Beban kerja yang tinggi dapat
mempengaruhi kemampuan dokter
dalam mengelola waktu dan
mempertahankan kualitas pelayanan



Faktor yang

Mempengaruhi

Internal Kelelahan fisik dan mental
dokter

eksternal Ketersediaan tenaga medis

eksternal Sistem manajemen fasilitas
pelayanan kesehatan

eksternal Penyampaian informasi

perubahan jadwal

Hasil & Pembahasan

Dasar Hukum dan
Pasal Terkait

Pasal 274 jo. Pasal 276 huruf c UU
No. 17 Tahun 2023

Pasal 276 huruf c UU No. 17
Tahun 2023

Pasal 274 jo. Pasal 276 huruf c UU
No. 17 Tahun 2023

Pasal 276 UU No. 17 Tahun 2023

Hasil Kuesioner Pasien

Tidak diukur melalui satu indikator secara
khusus, tetapi dianalisis berdasarkan
kecenderungan jawaban responden mengenai
kecukupan waktu konsultasi dan pengaturan
jadwal praktik dokter.

Mayoritas responden memberikan jawaban
netral terhadap praktik dokter di lebih dari
satu fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga
indikator tersebut berada pada kategori
cukup baik.

Mayoritas responden menyatakan Setuju
bahwa pengaturan jadwal praktik dokter
merupakan aspek yang penting (Indikator:
Baik). Di sisi lain, mayoritas responden juga
menyatakan Setuju pernah mengalami
ketidaknyamanan yang berkaitan dengan
jadwal praktik dokter (Indikator: Kurang
Baik).

Mayoritas responden menyatakan pernah
mengalami ketidaknyamanan yang berkaitan
dengan pengaturan jadwal pelayanan.
Indikator: Kurang Baik.

Hasil Wawancara Dokter

Jam kerja yang panjang dan keterbatasan
waktu istirahat dapat menyebabkan
kelelahan fisik maupun mental

Praktik multi-tempat dilakukan salah
satunya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap pelayanan medis

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan
memiliki jumlah pasien dan mekanisme
pengaturan pelayanan yang berbeda

Perubahan waktu pelayanan dapat terjadi
karena kondisi pelayanan pada fasilitas
kesehatan sebelumnya

Analisis

Kelelahan tidak secara langsung

menunjukkan kelalaian medis, tetapi
dapat menjadi faktor risiko terhadap
penurunan konsentrasi dan ketelitian

Praktik multi-tempat dapat memperluas
akses pelayanan, tetapi perlu diimbangi
dengan pengaturan beban kerja yang
proporsional

Sistem antrean, jumlah pasien, dan
koordinasi jadwal dapat mempengaruhi
kepastian serta kelancaran pelayanan

Informasi perubahan jadwal perlu
disampaikan secara jelas agar
mengurangi ketidakpastian dan
ketidaknyamanan pasien



Hasil & Pembahasan

Berdasarkan analisis tersebut faktor yang memengaruhi pemenuhan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat terdiri atas
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecukupan waktu konsultasi, komunikasi dokter dengan
pasien, serta beban kerja dan kondisi fisik maupun mental dokter. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa waktu konsultasi
masih berada pada kategori kurang baik, kesempatan pasien menyampaikan keluhan berada pada kategori cukup baik,
sedangkan penjelasan dokter berada pada kategori baik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingginya jumlah pasien dan
praktik di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan menyebabkan waktu konsultasi harus disesuaikan, sehlnPga berpotensi
mengurangi kesempatan pasien memperoleh informasi secara optimal. Kondisi ini berkaitan dengan Pasal 276 dan Pasal 293
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjamin hak pasien atas informasi dan penjelasan yang
memadai sebelum tindakan medis.

Faktor eksternal meliputi pengaturan jadwal praktik, ketersediaan tenaga medis, sistem manajemen fasilitas pelayanan
kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan. Mayoritas responden menilai pengaturan jadwal CIoraktlk
merupakan aspek yang penting, namun pelaksanaannya masih menimbulkan ketidaknyamanan akibat perubahan jadwal
maupun keterlambatan pelayanan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa praktik dokter di lebih dari satu fasilitas
pelayanan kesehatan tetap ap_at dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan apabila didukung pengelolaan jadwal yang
proporsional. Selain itu, praktik multi-tempat dinilai mampu memperluas akses masyarakat ternadap pelayanan kesehatan,
rbneskllpunfml?tr_?erlukan sistem manajemen yang baik agar antrean, koordinasi, dan penyampaian informasi kepada pasien
erjalan efektif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pasien berada pada kategori cukup baik. Praktik
dokter pada lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan bukan merupakan penyebab utama tidak terpenuhinya hak pasien.
Permasalahan lebih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu konsultasi, beban kerja dokter, pengaturan jadwal praktik, dan sistem
manajemen pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan pengelolaan waktu pelayanan, komunikasi dokter-pasien,
koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan diperlukan agar kewailban tenaga medis

2imana di3 alathasaI 274 ?_an ?ak pasien dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
anuhi secara optimal.
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Hasil& Pembahasan

C.Analisis Perbandingan Aturan Hukum dan Realita di Lapangan

Perlindungan hak pasien telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 274, Pasal 276, dan Pasal
293, yang mengatur kewajiban tenaga medis memberikan pelayanan sesuai standar profesi, hak pasien memperoleh pelayanan yan? bermutudan
informasi yang memadai, serta pelaksanaan informed consent. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi dokter yang menjalankan prakiik pada lebih dari
satu fasilitas pelayanan kesehatan sehingga praktik multi-tempat tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pemenuhan hak pasien.

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 66 responden di Kabupaten Sidoarjo, pemenuhan hak pasien secara umum berada pada kate%ori cukup baik.
Mayoritas responden menilai pelayanan telah memenuhi kebutuhan kesehatan, kesempatan menyampaikan keluhan berada pada kategori cukup baik,
sedangkan penjelasan dokter mudah dipahami sehingga termasuk kategori baik. Hal ini menunjikkan bahwa komunikasi dokter dan pasien pada
umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 276.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yan?_lmemerlukan perhatian, terutama kecukupan waktu konsultasi dan pengaturan jadwal
pelayanan, yang berada pada kategori kurang baik. Hasil wawancara dengan dokter menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi 0leh padatnya
Jadwal praktik, tingginya jumlah pasien, perpindahan antar fasilitas pelayanan kesehatan, serfa keterbatasan waktu istirahat. Oleh karena itu,
permasalahan utama bukan terletak pada banyaknya tempat praktik dokter, melainkan pada pengelolaan waktu dan jadwal pelayanan agar tetap
memenubhi standar sebagaimana diatur dalam Pasal 274.

Selain itu, keterbatasan waktu konsultasi juga berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 293 mengenai informed consent. Meskipun tidak secara langsun
(rjntlanémgukkan pelanggaran hukum, kondisi fersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian informasi kepada pasien sebelum tindakan medis
ilakukan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perlindungan hak lEasien dalam praktik dokter multi-tempat di _Kabu&aten Sidoarjo telah
memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dlteraPkan engan cukup baik. Meskipun demikian, Eenlngkatan_masm diperlukan pada aspek waktu
konsultasi, pengelolaan jadwal praktik, sistem pelayanan fasilitas kesehatan, serta komunikasi dokter dan pasien agar pemenuhan hak pasien dapat
terlaksana secara lebih optimal. Selanjutnya, perbandingan antara ketentuan hukum dan kondisi di lapangan disajikan pada Tabel selanjutnya
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Hasil& Pembahasan

Dasar Hukum Kondisi yang

diharapkan

Hasil kuesioner pasien

Hasil wawancara dokter Analisis
Mutu Pelayanan Pasal 274 dan Pasal 276

Pelayanan diberikan sesuai

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pemenuhan Mutu pelayanan dapat dijaga apabila Pelayanan cukup baik, tetapi
UU No. 17 Tahun 2023 standar profesi dan kebutuhan kebutuhan pasien berada pada kategori Cukup Baik, jadwal disusun secara proporsional dipengaruhi pengelolaan beban
pasien tetapi masih perlu ditingkatkan.
Waktu konsultasi Pasal 276 UU No. 17

Pasien memperoleh kesempatan

Tahun 2023 yang memadai dalam pelayanan

kerja
Berdasarkan hasil kuesioner, kecukupan waktu Jumlah pasien dan kepadatan jadwal
konsultasi berada dalam kategori Kurang Baik. Hal dapat mempengaruhi waktu pelayanan
tersebut menunjukkan bahwa waktu konsultasi yang
diberikan dokter masih dirasakan belum cukup oleh
sebagian pasien, sehingga perlu mendapat perhatian
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

Masih terdapat perbedaan antara
kebutuhan pasien dan kondisi
pelayanan

kesehatan.
Komunikasi Pasal 276 dan Pasal 293  Pasien memperoleh informasi dan Berikut versi yang lebih ringkas: Dokter berupaya memberikan Komunikasi cukup baik, tetapi
UU No. 17 Tahun 2023 penjelasan yang memadai Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kesempatan pasien penjelasan kepada pasien membutuhkan waktu yang
menyampaikan keluhan dan pemahaman terhadap memadai
penjelasan dokter berada pada kategori Cukup Baik,
sehingga komunikasi dokter dan pasien dinilai cukup
baik, namun masih perlu ditingkatkan.
Pengaturan jadwal Pasal 274 UU No. 17 Pelayanan tetap diberikan sesuai Mayoritas responden menilai pengaturan jadwal praktik Jadwal dapat berubah karena jumlah Jadwal menjadi salah satu faktor
Tahun 2023 kebutuhan pasien dokter penting (indikator Baik), namun sebagian pasien atau tindakan sebelumnya penting dalam kepastian
responden masih mengalami ketidaknyamanan terkait

pengaturan jadwal pelayanan (indikator Cukup Baik).
Beban kerja

Pasal 274 UU No. 17
Tahun 2023

pelayanan
Dokter memberikan pelayanan

_ Dampaknya terlihat dari waktu konsultasi yang masih K_el_elahan m_er_upakan fakt_or
secara profesional dinilai kurang memadai (indikator Kurang Baik) serta risiko, tetapi tidak otomatis
masih adanya ketidaknyamanan pasien terkait

menjadi kelalaian medis
pengaturan jadwal pelayanan (indikator Cukup Baik).

Jadwal padat dan perpindahan tempat
dapat menimbulkan kelelahan
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Hasil & Pembahasan

Perlindungan Pasal 274 dan Pasal Hak pasien tetap terpenuhi Pemenuhan hak pasien secara keseluruhan Kondisi dokter dan sistem Perlindungan pasien
pasien 276 UU No. 17 Tahun dalam pelayanan berada pada indikator Cukup Baik. pelayanan perlu diperhatikan membutuhkan pencegahan
2023 melalui pengelolaan
pelayanan

Berdasarkan analisis dari tabel tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah mengatur secara jelas hak pasien dan kewajiban tenaga
medis. Namun, hasil kuesioner pasien dan wawancara dokter di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Secara
umum, pemenuhan hak pasien berada pada kategori Cukup Baik, tetapi masih terdapat kelemahan pada kecukupan waktu konsultasi (Kurang Baik) serta
pengaturan jadwal pelayanan yang masih menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pasien (Cukup Baik).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada aturan hukumnya, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu,
diperlukan pengelolaan jadwal praktik yang lebih baik, pengaturan beban kerja dokter, evaluasi mutu pelayanan secara berkala, serta mekanisme pengaduan yang
mudah diakses oleh pasien.

Secara keseluruhan, praktik dokter yang bekerja di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan tidak secara langsung mengurangi hak pasien. Meskipun demikian,
peningkatan koordinasi antar fasilitas kesehatan, pengawasan mutu pelayanan, dan pengelolaan jadwal praktik tetap diperlukan agar pelayanan kesehatan semakin
optimal dan hak pasien dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
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Temuan Penting Penelitian & Manfaat

Temuan Penting Penelitian
Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik dokter yang memberikan pelayanan

di lebih dari satu fasilitas kesehatan telah memiliki dasar hukum yan Jlelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
tentang Kesehatan. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya optimal. Praktik dokter multi-tempat
terbukti memberikan manfaat berupa kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi” masyarakat, tetapi di sisi lain masih
ditemukan kendala berupa keterbatasan waktu konsultasi, belum optimalnya kesempatan pasien untuk menyampaikan
keluhan, serta munculnya ketidaknyamanan akibat pengaturan jadwal praktik. Penelitian ini Ju% menunjukkan bahwa kualitas
emenuhan hak pasien” sangat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengelolaan waktil, komunikasi dokter-pasien, dan
beban kerja dokter, serta faktor eksternal, seperti manajemen fasilitas kesehatan, ketersediaan, tenaga medis, penyampaian
informasi “perubahan jadwal, dan pengawasan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, praktik dokter multi-tempat tidak
{ne_njadl permasalahan selama didukung oleh pengaturan jadwal yang efektif sehingga mutu pelayanan dan hak pasien tetap
erjamin.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kesehatan dengan memperkuat kajian mengenai
Implementasi perlindungan hak pasien dalam praktik dokter multi-tempat. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi
bahan evaluasi bagi pemerintah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyusun eb_lg_akar_l pengelolaan jadwal praktik,
meningkatkan mutu pelayanan, serta memperkuat sistem pengawasan. Selain ‘itu, penelifian ini dapat menjadi acuan bagi
tenaga medis untuk menjaga kualitas pelayanan meskipun berpraktik di beberapa fasilitas kesehatan, sekaligus meningkatkan
Bemaha_man masyarakat' mengenai hak-haknya sebagai pasien sehingga tercipta pelayanan kesehatan yang lebih optimal,
erkualitas, dan berorientasi pada perlindungan hukum pasien.
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Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pasien dalam praktik dokter yang
memberikan pelayanan di lebih dari satu fasilitas pelayanan kesehatan telah memiliki dasar hukum
ang jelas melalut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik dokter multi-
empat pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat meningkatkan akses
masyarakat terhadaﬁ pelayanan kesehatan.. Namun, hasil penelitian. menunjukkan bahwa
pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan waktu konsultasi, belum
optimalnya Komunikasi antara dokter dan pasien, serta ketidaknyamanan akibat pengaturan jadwal
Eraktlk. ondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pasien tidak hanya bergantung pada
eberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kualitas pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan hak pasien dipengaruhi oleh faktor internal, seperti
engelolaan waktu, komunikasi dokter dengan pasien, beban kerja, dan kondisi fisik dokter, serta
aktor eksternal, seperti ketersediaan tenaga medis, manajemen fasilitas pelayanan kesehatan,
enxampalan_ informasi perubahan jadwal, serta pembinaan dan pengawasan OPelayanan kesehatan.
leh karena itu, diperlukan pengelolaan jadwal praktik yang lebih efektif, koordinasi yang baik antar
fasilitas pelayanan kesehatan, serta pengawasan yang berkelanjutan agar praktik dokter multi-tempat
tetap mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sekaligus menjamin terpenuhinya hak-
hak pasien secara optimal sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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